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RINGKASAN

Tujuan pembentukan BPD di setiap Desa adalah sebagai wahana/wadah
untuk melaksanakan Kehidupan Demokrasi dalam Penyelengaraan Pemerintahan
Desa berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. dalam kedudukanya sebagai mitra
Pemerintah Desa, BPD memiliki posisi yang setara dengan Kepala Desa, yaitu
sebagai salah satu unsur Penyelenggara Pemerintah Desa. Pada hakikatnya, BPD
sebagai Kanal (Penyambung) an aspirasi masyarakat dan melakukan pengawasan
terhadap pelaksanaan Peraturan Desa (Perdes) dan Peraturan Kepala Desa. Hal itu
berarti BPD menjadi penyeimbang (Checks and balances) bagi Pemerintah Desa
dalam Penyelenggaraan Pemerintah Desa.

Pembentukan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dilaksanakan dengan
memperhatikan beberapa aspek yang mendukung dalam masyarakat desa
diantaranya aspek yuridis, sosiologis, politik, ekonomi. Adapun tujuan
pembentukan BPD adalah sebagai wahana perwujudan pelaksanaan demokrasi
berdasarkan Pancasila dalam rangka memperkokoh penyelenggaraan
Pemerintahan Desa. Secara rinci Peraturan Daerah tersebut telah mengatur tentang
pembentukan dan pelaksanaan pemilihan anggota Badan Perwakilan Desa (BPD).

Implikasi pemilihan anggota BPD terhadap penyelenggaraan
Pemerintahan Desa secara garis besar ada 2 hal, yaitu : Pertama, berkaitan dengan
kontrol atau pengawasan terhadap dinamika pembangunan desa dan pelaksanaan
pemerintahan desa. Kedua, pembentukan dan pemilihan anggota BPD secara
prinsip menjadi wahana bagi pendidikan politik yang paling konkret terhadap
masyarakat desa, sehingga proses pendidikan dan penyadaran tentang pengertian
dan makna demokrasi bagi masyarakat desa dapat dipahami dengan mudah oleh
masyarakat desa.
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